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BAB II 

MANAJEMEN LIKUIDITAS  

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 

 

A. Dasar-Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

1. Pengertian BMT 

Bayt al-Ma>l wa at-Tamwi>l (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank 

yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, didirikan 

oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.
1
 BMT memiliki 

dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga al-Ma>l (Bayt al-Ma>l) dan sebagai 

Lembaga at-Tamwi>l (Bayt at-Tamwi>l). Bayt al-Ma>l dimaksudkan untuk 

menghimpun zakat, infak, maupun sedekah, dan menyalurkannya kepada 

pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman 

modal tanpa bagi hasil (nirlaba). Sementara itu, Bayt at-Tamwi>l 

dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam 

bentuk saham, simpanan ataupun deposito, dan menyalurkannya sebagai 

modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan 

BMT. 

2. Prinsip-prinsip dalam Lembaga Keuangan Syariah 

a. Prinsip Bagi Hasil 

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, antara lain:
2
 

 

                                                           
1
 Azyumardi Azra, Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi dalam Islam (Jakarta: 

Teraju, 2003), 236. 
2
 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen..., 23. 
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1) Musharakah (Joint Venture Profit Sharing) 

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan 

lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan 

modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (shirkah al-

‘inan) sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) akad ini dapat diterapkan pada usaha atau 

proyek di mana LKS membiayai sebagian saja dari jumlah 

kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai 

sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar 

bank atau lembaga keuangan. 

2) Mud{arabah (Trustee Profit Sharing) 

Ada dua tipe mud{arabah, yaitu mud{arabah mutlaqah dan 

mud{arabah muqayyadah. Pada mud{arabah mutlaqah, pemilik dana 

memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk 

menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik 

dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola 

usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat 

(‘urf). Sedangkan pada mud{arabah muqayyadah, pemilik dana 

menentukan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan 

dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan 

sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan 

yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan 

keuntungan. 
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b. Prinsip Jual Beli 

Macam-macam jual beli dalam LKS adalah sebagai berikut:
3
 

1) Bay’ al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 

uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini 

menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan 

atas prinsip jual beli. 

2) Bay’ al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi 

antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini 

dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang 

tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu 

dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam 

valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade. 

3) Bay’ al-s}arf, yaitu jual beli atau pertukaran antar satu mata uang 

asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan 

dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.  

4) Bay’ al murabah}ah, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam 

transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan 

keuntungan yang diambil. 

5) Bay’ al-musawamah, adalah jual beli biasa di mana penjual tidak 

memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya. 

                                                           
3
 Ibid., 27.  
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6) Bay’ al-muwad}a’ah yaitu jual beli di mana penjual melakukan 

penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau 

dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya 

dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya 

sudah sangat rendah. 

7) Bay’ as-salam, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar 

uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan 

spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan 

diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. 

8) Bay’ al-istisna’, hampir sama dengan bay’ as-salam, yaitu kontrak 

jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi 

dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang 

disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan 

diserahkan kemudian. 

c. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli 

Sewa (i>ja>rah) dan sewa-beli (i>ja>rah wa iqtina’ atau disebut juga 

i>ja>rah muntahiya bi tamlik) dalam keuangan konvensional dikenal 

sebagai operating lease dan financing lease. Al i>ja>rah atau sewa adalah 

kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau 

manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk 

memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan 

kontrak ini disebut al i>ja>rah wa iqtina’ atau al-i>ja>rah muntahiya bi 

tamlik, di mana akad sewa yang terjadi antara bank sebagai pemilik 
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barang, dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah 

termasuk cicilan pokok harga barang.
4
 

d. Prinsip Qard 

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa 

mengharap imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab 

sosialnya, LKS dapat memberikan fasilitas yang disebut qard al-h{asan, 

yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut 

mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban 

membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun secara syariah 

membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan 

keikhlasannya, tetapi LKS sama sekali dilarang untuk meminta imbalan 

apapun.
5
 

e. Prinsip Wadi’ah (Titipan) 

Ada dua tipe wadi’ah, yaituWadi’ah yad al-amanah dan Wadi’ah 

yad al-d{amanah. Wadi’ah yad al-amanah adalah akad titipan di mana 

penerima titipan (kustodian) adalah penerima kepercayaan (trustee), 

artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau 

kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi 

akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status 

titipan telah berubah menjadi wadi’ah yad al-d{amanah. Sedangkan 

Wadi’ah yad al-d{amanah merupakan akad titipan di mana penerima 

titipan (kustodian) adalah trustee yang sekaligus penjamin (guarantor) 

                                                           
4
 Ibid., 31. 

5
 Ibid. 
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keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab 

penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset 

titipan tersebut.
 6
 

B. Manajemen Likuiditas 

1. Teori Manajemen Likuiditas 

Menurut Abdullah Amrin, likuiditas adalah suatu kondisi dari suatu 

perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama 

atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih.
7
 

Oliver G. Wood Jr. dalam Leon dan Ericson mengatakan likuiditas 

dalam konteks lembaga keuangan adalah kemampuan untuk memenuhi 

semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh 

tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.
8
 

Sementara itu, pengertian manajemen likuiditas adalah pengelolaan 

finansial yang melibatkan perkiraan sumber dana dan penyediaan kas 

secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun 

kebutuhan jangka panjang.
9
 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Abdullah Amrin, Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah (Jakarta: Grasindo, 2009), 

197. 
8
 Boy Leon dan Sony Ericson, Manajemen Aktiva…, 70. 

9
 Ibid. 
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Sedangkan menurut Duane B. Graddy dalam Leon dan Ericson, 

manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh 

masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan.
10

 

Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank 

dan lembaga keuangan syariah di mana dana yang dikelola sebagian besar 

adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Lembaga 

keuangan harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas 

untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat 

dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola 

bank. Pengelolaan likuiditas dilakukan tidak saja untuk mengukur posisi 

likuiditas bank pada kondisi bank sedang berjalan, tetapi juga dipergunakan 

untuk memeriksa kebutuhan dana pada berbagai skenario jika terjadi 

kondisi berbeda.
11

 

2. Sumber dan Alokasi Dana Koperasi 

Konsep likuiditas dapat diperluas dengan memasukkan unsur 

pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai 

maupun non tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern koperasi.
12

 

Kemudahan mendapatkan likuiditas merupakan hal yang sangat penting 

bagi manajemen keuangan semua jenis kegiatan bisnis. Namun pada 

lembaga keuangan, penyediaan likuiditas merupakan hal yang lebih penting 

karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Hadori, Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia; Hasil Riset Bank Indonesia 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 57. 
12

 Ibid. 
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para nasabah. Kegagalan memenuhi penarikan nasabah akan sangat 

memengaruhi kelanjutan hidup lembaga keuangan yang bersangkutan 

mengingat kepercayaan adalah salah satu modal utama keberhasilan suatu 

lembaga keuangan. 

Sumber dana yang diterima terdiri dari: 

a. Modal sendiri 

b. Simpanan anggota (Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka) 

c. Modal pinjaman 

d. Modal penyertaan 

Pemberian pinjaman kepada para anggota, dalam hal jangka waktu 

pinjaman, juga tidak mutlak dalam kendali lembaga keuangan. 

Peminjam/debitur juga dapat menentukan apakah akan meminjam untuk 

jangka pendek atau panjang, peminjam mempunyai strategi sendiri dalam 

pengelolaan dananya. 

Sebagian besar dana pada BMT diperoleh dengan membuat perjanjian 

dengan para anggota (giran, deposan) yakni dana tersebut dapat segera 

ditarik saat dibutuhkan oleh anggota atau saat jatuh tempo deposito. 

Dengan demikian hubungan antara dana yang dihimpun dan dalam bentuk 

apa dana tersebut akan diinvestasikan sebaiknya saling terkait. 

3. Risiko dalam Likuiditas 

Kesulitan likuiditas seringkali menjadi tanda-tanda awal suatu bank 

akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini 

biasanya diawali dengan menurunnya simpanan (deposits) masyarakat yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 

 

 
 

menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan 

peminjaman antar bank dan menjual aktiva cadangannya. Kesulitan itu 

akan bertambah parah jika bank-bank lain mulai menolak memberikan 

bantuan/pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan 

sulit, bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan 

biaya berapapun untuk menjaga citranya. Keadaan ini berarti bank 

mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas. Kemampuan bank 

dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya 

kewajiban secara tertib sehingga bank itu akan terhindar dari risiko biaya 

pinjaman yang tinggi.
13

 

4. Indikator dalam Menilai Kesehatan Likuiditas Koperasi 

Agar pengelolaan koperasi dijalankan dengan benar, maka harus 

dilakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi oleh pihak yang 

berkompeten dan independen, guna menjaga kepercayaan publik (public 

trust) terhadap koperasi. Tujuan penilaian kesehatan koperasi adalah:
14

  

a. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari 

masyarakat/publik 

b. Mengetahui posisi hasil dan prestasi kinerja koperasi yang dicapai 

c. Melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung 

d. Mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku 

e. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelolanya 

                                                           
13

 Ibid., 21. 
14

 Adenk Sudarwanto, Akuntansi Koperasi; Pendekatan Praktis…, 247. 
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Adapun aspek dan komponen penilaian kesehatan koperasi meliputi:
15

 

Tabel 2.1 Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi 

No Aspek yang dinilai Komponen 

1. Permodalan - Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

- Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman 

Diberikan yang Berisiko 

2. Kualitas Aktiva Produktif - Rasio Volume Pinjaman pada Anggaran 

terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan 

- Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap 

Pinjaman DIberikan 

- Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko 

Pinjaman bermasalah 

3. Manajemen - Permodalan 

- Aktiva 

- Pengelolaan 

- Rentabilitas 

- Likuiditas 

4. Rentabilitas - Rasio SHU Sebelum Pajak terhadap 

Pendapatan Operasional 

- Rasio SHU Sebelum Pajak terhadap Total 

Aset 

- Rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional 

5. Likuiditas Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana 

yang diterima 

Sumber: Adenk Sudarwanto, Akuntansi Koperasi; Pendekatan Praktis Penyusunan 
Laporan Keuangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 

 

C. Teori Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa 

1. Definisi Jasa 

Kotler dalam Jenster menyatakan ‚A service is any act or 

performance that one party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in ownership of anything. Its production may 

or may not be tried to a physical product‛. 16
 

 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Per V. Jenster dan H. Michael Hayes, Managing Business Marketing and Sales; An 

International Perspective (Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2005), 163. 
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Artinya, bahwa jasa adalah setiap tindakan atau dayaguna kerja yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan 

apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu 

produk fisik. 

Hery Prasetya juga mengatakan bahwa jasa atau layanan adalah 

sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak 

pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi.
17

 

Sementara itu, Suryanto mengungkapkan bahwa jasa adalah hal yang 

tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, bervariasi, dan tidak bertahan 

lama. Oleh karenanya, para pemasar harus mencari jalan keluar masalah 

tersebut agar produk tak berwujud ini menjadi berwujud; untuk 

meningkatkan produktivitas pemberi jasa yang tidak dapat dipisahkan dari 

produk itu sendiri; untuk menstandarkan mutu dalam menghadapi 

variabilitas dan untuk memengaruhi perkembangan permintaan serta 

menyediakan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi karakteristik 

‚tidak bertahan lama‛ yang melekat pada jasa itu.
18

 

2. Dasar-dasar Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa 

Lovelock dan Wright
19

, menjelaskan bahwa Sistem Pengoperasian 

Jasa (Service Operational System) adalah komponen yang terdapat dalam 

sistem bisnis jasa secara keseluruhan, di mana input diproses dan elemen-

                                                           
17

 Hery Prasetya dan Fitri Lukiastuti, Manajemen Operasi (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 

72. 
18

 M. Suryanto, Marketing Strategy Top Brand Indonesia (Yogyakarta: ANDI, 2007), 121. 
19

 Christopher H. Lovelock dan Lauren K. Wright, Principles of Service Marketing…, 60. 
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elemen produk jasa diciptakan melalui komponen sumber daya manusia dan 

komponen fisik.  

Sedangkan Sistem Penyampaian Jasa (Service Delivery System) 

mencakup kapan, di mana, dan bagaimana jasa disajikan pada konsumen, 

mencakup elemen-elemen yang dapat dilihat dari sistem operasi (peralatan 

pendukung dan personel), juga mencakup display kepada konsumen lain.
20

 

Baik sistem pengoperasian jasa maupun sistem penyampaian jasa, 

keduanya merupakan suatu bentuk kesatuan dari komponen jasa 

keseluruhan dalam manajemen pemasaran jasa. Kegagalan dalam 

merancang sistem pengoperasian jasa akan mengakibatkan sistem 

penyampaian jasa tidak berjalan dengan efektif. Sebaliknya, sistem 

penyampaian jasa yang baik menunjukkan optimalisasi sistem 

pengoperasian jasa yang tinggi. 

Dalam konsep jasa secara umum, Albercht dan Zemke dalam 

Prasetya mengungkapkan terdapat empat elemen yang harus 

dipertimbangkan dalam memproduksi jasa, yaitu pelanggan, manusia, 

strategi, dan sistem.
21

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Ibid., 62. 
21

 Hery Prasetya dan Fitri Lukiastuti, Manajemen Operasi…, 73 
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Gambar 2.1 Kerangka Segitiga Jasa 

 
Sumber: Hery Prasetya dan Fitri Lukiastuti, Manajemen Operasi 
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2009) 

Pelanggan berada di tengah-tengah segitiga jasa, dan harus selalu 

berpusat pada pelanggan. Manusia adalah karyawan dari perusahaan jasa. 

Strategi adalah pandangan atau filosofi yang digunakan untuk menuntun 

segala aspek pelayanan jasa, serta sistem adalah sistem fisik dan prosedur 

yang digunakan. 

Konsep segitiga jasa tersebut kemudian diturunkan ke dalam model 

sistem pengoperasian jasa dan sistem penyampaian jasa. Sesuai dengan 

yang disinggung di atas, kedua unsur tersebut merupakan suatu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dan saling memberikan manfaat timbal-balik. 

Lovelock menjelaskan model kesatuan sistem pengoperasian jasa dan 

sistem penyampaian jasa sebagai berikut.
22
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 Christopher H. Lovelock dan Lauren K. Wright, Principles of Service…, 64. 
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Gambar 2.2 Bagan Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian 

Jasa sebagai Sebuah Kesatuan 

 

 

Sumber: Christopher H. Lovelock dan Lauren K. Wright, Principles of Service 
Marketing and Management (New Jersey: Prentice Hall Inc., 2002) 

 

 

Jasa sebagai suatu sistem pengoperasian jasa adalah backstage dari 

keseluruhan kualitas produk jasa yang disediakan. Backstage memuat 

komponen utama dalam perancangan produk yang tidak terlihat 

(intangible) oleh konsumen. Komponen-komponen tersebut adalah 

karyawan beserta kemampuannya dalam mendesain produk jasa dan 

seperangkat aturan atau tata tertib dalam internal lembaga. Oleh karenanya 

disebut sebagai Technical Core. 

Sedangakan jasa sebagai sistem penyampaian jasa menggambarkan 

interaksi antara karyawan dengan konsumen. Interaksi ini dapat diamati 

(tangible) oleh para pengguna jasa. Di antara interaksi yang tampak adalah 

penampilan karyawan, komunikasi karyawan dengan pengguna jasa, 

fasilitas yang disediakan lembaga kepada pengguna jasa, dan sebagainya. 
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Bagi lembaga, substansi dari sistem penyampaian jasa ini adalah mobilitas 

produk lembaga yang dikonsumsi oleh pelanggan yang diukur melalui 

kuantitas produk jasa yang diminati oleh pelanggan. 

3. Aplikasi Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa pada 

Koperasi 

Dalam konteks lembaga keuangan, Sistem Pengoperasian Jasa 

berkaitan dengan penciptaan produk jasa keuangan bagi anggota sebagai 

salah satu upaya lembaga keuangan dalam mencapai tujuan manajemen. 

Adapun penciptaan produk yang dimaksud adalah inovasi dan adopsi 

produk yang telah banyak dilakukan oleh koperasi. Inovasi dan adopsi 

produk tersebut mencakup bentuk permodalan, simpanan, dan pinjaman. 

Secara rinci dapat dituangkan ke dalam poin-poin berikut:
23

 

a. Inovasi pada Modal 

Lembaga keuangan, khususnya koperasi, sebagai badan usaha yang 

beriorientasi pada profit berupa SHU harus mempunyai modal untuk 

kegiatan usahanya. Lembaga keuangan harus memiliki modal agar 

mampu melakukan kegiatan usaha dan bersaing. 

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk 

kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. 

Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para 

anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya 

modal yang diberikan. 

                                                           
23

 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam (Yogyakarta: ANDI, 

2012), 110. 
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b. Inovasi pada Simpanan 

Simpanan pada koperasi dapat dilakukan oleh calon anggota, 

anggota, pengurus, karyawan, maupun siapa saja. Simpanan pada 

koperasi dapat dibentuk bersumberkan kas tunai, atau berdasarkan SHU 

yang diterima anggota dan lainnya, bersumberkan dari bagi hasil (pada 

koperasi syariah), bersumberkan dari tunjangan yang diberikan 

karyawan dan banyak sumber lainnya. 

Simpanan merupakan kewajiban bagi koperasi dan kas/bank yang 

diterima dari simpanan menjadi modal kerja bagi koperasi. 

c. Inovasi pada Pinjaman 

Produk utama koperasi simpan pinjam adalah pinjaman, yang akan 

memberikan penghasilan berupa bagi hasil (pada koperasi syariah), 

provisi, atau yang lain. Bentuk pinjaman sangat banyak, dapat dikaitkan 

dengan sasaran, seperti pinjaman pedagang, petani, pupuk, dan yang 

lain; dapat juga dikaitkan dengan waktu, seperti bulanan, mingguan, dan 

seterusnya; atau dikaitkan dengan besar pinjaman. 

Inovasi pinjaman sangat diperlukan, disesuaikan dengan kondisi 

anggota. Selain itu, produk pinjaman yang dilempar ke pasar harus 

sesuai dengan kemauan pasar. Bila ada produk pinjaman yang baru saja 

diluncurkan, produk tersebut perlu dikomunikasikan ke calon anggota 

secara terprogram agar inovasi baru tersebut dapat diadopsi anggota. 

Di sisi lain, berbeda dengan Sistem Pengoperasian Jasa, dalam Sistem 

Penyampaian Jasa, bagian yang terpenting adalah bagaiamana jasa tersebut 
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disampaikan. Untuk itu, banyak perusahaan tidak terkecuali lembaga 

keuangan memiliki variasi cara menyusun strategi yang komunikatif agar 

dapat mempertahankan konsumen. Dalam teori manajemen, hal ini 

termasuk dalam pelayanan (service). 

Salah satu strategi yang tepat untuk mengetahui kemampuan 

lembaga keuangan dalam memuaskan nasabah adalah dengan 

mengupayakan sistem umpan-balik (feedback) yang memungkinkan 

lembaga dapat mengetahui langsung dari pelanggan itu sendiri, apakah 

mereka puas dengan pelayanan-pelayanan lembaga keuangan tersebut dan 

harapan mereka tentang bagaimana seharusnya lembaga keuangan 

memberikan pelayanan yang memuaskan menurut persepsi nasabah.
24

 

Sistem umpan-balik itu menjadi mudah diwujudkan manakala 

perbankan mempunyai Customer Service (CS) atau pelayanan nasabah. CS 

atau pelayanan nasabah pada hakikatnya adalah setiap kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. 

Mengingat pentingnya CS ini, lembaga keuangan seperti bank 

biasanya menyiapkan tenaga khusus yang terlatih baik dengan kualifikasi 

istimewa dengan maksud untuk melayani segala kebutuhan dan keinginan 

nasabah selain juga berfungsi sebagai pembina hubungan masyarakat. 

Dalam dunia global yang telah mengalami percepatan dalam perpindahan 

informasi dan preferensi ini mutlak diperlukan peran CS yang dapat 
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 Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 179. 
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mengatasi segala permasalahan dan juga bisa mengantisipasi perubahan-

perubahan yang ada. 

Selain berfungsi memelihara keberadaan nasabah lama agar tetap 

setia dan tetap membelanjakan dananya untuk membeli produk jasa kita, 

CS juga berperan dalam menciptakan peluang penjualan produk dan jasa 

lainnya. Dengan teknik kehumasan yang baik, nasabah dapat juga dijadikan 

pemasar yang baik bagi lembaga keuangan untuk merekrut nasabah baru. 

Keberhasilan membentuk nasabah lama menjadi pemasaran bagi lembaga 

keuangan adalah pertanda adanya kepuasan nasabah lama. Kerena puas dan 

yakin bahwa produk dan jasa lembaga berkualitas baik dan mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah maka nasabah lama bersedia 

dengan sukarela menjajakan ke pihak lain sebagai nasabah baru. 

4. Bayt al-Ma>l wa at-Tamwi>l  sebagai Pelopor Perkembangan Industri 

Keuangan Syariah di Indonesia 

Pada dasarnya, keberhasilan industri keuangan syariah khususnya 

perbankan syariah di Indonesia ini tidak lepas dari peran Bayt al-Ma>l wa 

at-Tamwi>l sebagai salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS) yang secara signifikan mampu menampung aspirasi 

masyarakat yang pada saat itu menilai bahwa hadirnya BMT memberikan 

kontribusi dalam membantu kebutuhan finansial mereka. Sebagai motor 

berdirinya perbankan Islam, saat ini LKSM masih menjadi rujukan bagi 

nasabah, khususnya pada segmen kelas menengah, dalam tata kelola 

finansial. 
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Rintisan praktik perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, 

sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh 

prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika dalam 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara material maupun spiritual. 

Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi 

kemudian mencoba mempraktikkan gagasan tentang bank syariah tersebut 

dalam skala kecil, seperti pendirian Bayt at-Tamwi>l Salman di Institut 

Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.
 25

 Keberadaan 

badan usaha pembiayaan non bank yang mencoba menerapkan konsep bagi 

hasil ini semakin menunjukkan, betapa masyarakat Indonesia 

membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah, yang 

melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah 

ada. 

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia 

untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) selanjutnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan 

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada 

Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, 

yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian 

bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim 

Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkret menindaklanjuti 

                                                           
25

 Tim Islamic Banking (IB) Bank Indonesia, Perbankan Syariah; Lebih dari Sekedar Bank, Buku 

Saku Perbankan Syariah, 11. 
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aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai 

persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT. Bank 

Muamalat Indonesia (BMI).
 26

 Akte pendirian BMI ditandatangani pada 

tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. 

Selain BMI, pioner perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Dana Mard{atillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang 

didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for 

Sharia Economic Development (ISED). 

Dalam kaitannya dengan obyek penelitian ini, BMT UGT Sidogiri 

Capem Bulak merupakan salah satu LKMS yang masih dapat menjalankan 

sendi-sendi tata kelola keuangan yang sarat akan persaingan bisnis yang 

ketat dengan tetap berada dalam koridor syariah.  

Bukti persaingan tersebut dapat diamati dari letak BMT UGT 

Sidogiri Capem Bulak yang dekat dengan kantor cabang bank-bank syariah 

yang lain bahkan bank non syariah yang notabene memiliki sekup nasional 

yang lebih luas dibandingkan BMT sendiri. Di depan kantor BMT UGT 

Sidogiri Capem Bulak berdiri kantor Teras Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

dengan lokasi penempatan kantor yang sangat dekat dengan keramaian, 

yaitu di dalam pasar Bulak Rukem Timur. Dari sisi barat yang berjarak 

kurang lebih 500 meter dari kantor Capem BMT, terdapat kantor Capem 

Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI, Bank Panin Syariah, BTN, dan BNI. 
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 Ibid., 12. 
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5. Etika Bisnis dalam Islam 

Ahmad dalam Wahjono menyatakan bahwa dalam ajaran Islam 

terdapat enam etika dasar yang berhubungan dengan bisnis dan 

perdagangan. Keenam etika bisnis tersebut adalah:
 27

 

a. Kerja 

b. Jujur 

c. Kebebasan dalam usaha ekonomi 

d. Keadilan dan perlindungan 

e. Murah hati 

f. Berdagang bukan riba 

Kerja diletakkan pada etika bisnis nomor satu karena dalam posisi 

hidup di dunia manusia harus bekerja. Dalam arti tidak boleh meminta-

minta, tetapi harus mengerahkan segenap daya upaya baik itu secara fisik 

dan tenaga sehingga berkeringat, maupun secara ide dan pikiran sehingga 

menimbulkan tekanan-tekanan mental-spiritual. Tidak boleh meminta-

minta ini menjadi penting apalagi akhir-akhir ini banyak kreasi manusia 

yang bertentangan dengan etika ini. Bahkan menganggap meminta-minta 

itu bukan sesuatu yang memalukan, karena menurut mereka itulah 

pekerjaannya. 

Sementara itu, kejujuran harus berjalan mendampingi norma kerja. 

Artinya setiap pekerjaan harus dijiwai dengan ruh berupa kejujuran, dalam 

arti mengatakan yang sebenarnya (tell the truth), tidak mengada-ada, tidak 
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menambahi dan atau mengurangi. Kejujuran dalam bisnis menjadi penting 

artinya karena nilai kerja akan menjadi nihil manakala diikuti dengan 

ketidakjujuran. Seseorang menjadi tidak bernilai manakala orang tersebut 

bertindak curang, tidak memberikan hak seseorang sesuai takarannya, 

mengurangi manakala menjual dan meminta tambah manakala membeli. 

Termasuk di dalamnya adalah larangan untuk menambah dan mengurangi 

omongan dan berita yang dalam zaman modern ini berita telah menjadi 

suatu komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. Berita harus jujur tidak 

boleh ditambah dan dikurangi. 

Kasus-kasus insider trading yang marak di perusahaan-perusahaan 

sekuritas, emiten dan pasar modal diharapkan tidak akan terjadi manakala 

etika kejujuran ini dijunjung tinggi dan dipraktikkan oleh para pelaku pasar 

modal. Demikian pula kasus-kasus kolusi perbankan antara pegawai bank 

dengan nasabah tidak akan terjadi manakala seluruh pegawai bank berbuat 

jujur, untuk misalnya tidak membocorkan penilaian bank sebenarnya 

tentang agunan, peraturan-peraturan dan rahasia bank kepada nasabah. 

Mencermati kasus-kasus pidana perbankan yang terekspos di media massa 

terlihat bahwa sebab utama kolusi dan korupsi di perbankan sebagian besar 

bersumber dari ketidakjujuran pegawai bank. 

Kebebasan berusaha dalam medan ekonomi menjadi penting dalam 

menegakkan etika bisnis, mengingat tanpa kebebasan berekonomi rasanya 

akan sulit tercipta mekanisme persaingan bisnis yang sehar dan bermanfaat 

bagi masyarakat banyak. Karena dalam etika bisnis, kebebasan senantiasa 
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diiringi oleh tanggung jawab. Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, 

manusia akan digiring pada suasana bekerja yang sesungguhnya. Manusia 

akan leluasa berkreasi dalam berekonomi seluas-luasnya dalam koridor 

bebas bertanggungjawab ini. Hukum pun juga akan bisa ditegakkan dalam 

lingkungan masyarakat yang bertanggungjawab ini. 

Di lain sisi, perbuatan memungut riba dilarang dalam Islam. 

Karenanya berdagang itu halal. Hidup di dunia ini senantiasa tersaji 

pilihan-pilihan dalam dua kutub yang berbeda. Manakala terdapat suatu 

larangan pasti di sisi kutub yang lain terdapat suatu anjuran. Dalam 

berekonomi memungut riba itu dilarang karena akan mematikan keadilan 

berusaha setiap manusia. Hal ini karena etika pertama adalah bekerja. 

Dalam bekerja terkandung maksud bahwa tanpa bekerja seseorang manusia 

tidak berhak menikmati penghasilan dan pendapatan. 

Prinsip seseorang yang hidup di dunia harus bekerja ini dilanggar 

manakala seseorang mempraktikkan riba. Pemungut riba atau pemakan 

rente atau biasa disebut rentenir akan selalu memperoleh penghasilan dari 

peminjam sepanjang uangnya belum dilunasi oleh peminjam. Banyak 

digambarkan dalam konteks ini adalah seseorang yang hidup ongkang-

ongkang dengan kaki di atas kursi goyang menikmati semua kemewahan 

hidup ini meskipun tidak bekerja, hanya karena orang tersebut mempunyai 

banyak uang dipinjam-pinjam kepada orang lain dengan memungut 

tambahan sejumlah tertentu di luar pokok pinjamannya yang ditentukan di 

depan tanpa mempedulikan apakah peminjam dalam kondisi 
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memungkinkan untuk menyebut tambahan atas pokok pinjaman itu sebagai 

bunga atau rente. 

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) 

di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di 

dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka 

bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah 

diperuntukkan untuk manusia. Kesemuanya bertujuan untuk beribadah 

kepada Allah SWT. Dalam kaitan ibadah, kita mengenal ada ibadah yang 

khusus ada pula ibadah yang umum. Manusia merupakan makhluk sosial 

(zone politicon) karena itu dalam soal pemilikan harta terdapat harta milik 

individu dan juga terdapat harta yang menjadi hak masyarakat umum.
28
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